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Penelitian ini tentang “Perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas kinerja 
aparatur sipil negara (ASN) TNI AD” dengan mengambil lokasi penelitian pada Kantor 
Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe. Pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut, 
karena timbul fenomena bahwa  perencanaan kepegawaian  belum terwujud secara efektif, 
walaupun perencanaan dimaksud sudah dilaksanakan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk 
mendeskripsikan  perencanaan kepegawaian bersama hambatannya dalam meningkatkan 
kinerja aparatur sipil negara TNI AD pada Korem 011/Lilawangsa Jenis pendekatan yang 
digunakan termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik  memperoleh 
data ditempuh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh 
melalui empat langkah yaitu koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil 
kesimpulan (verifikasi). Informan ditentukan berdasarkan purposf yang dipilih sebanyak 10 
orang terdiri  Kasi Personalia, Kepala Ajenrem 011/Lilawangsa bersama jajrannya. Hasil 
penelitian menunjukkan  bahwa perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas 
kinerja aparatur sipil negara TNI AD, diwujudkan melalui analisasi kebutuhan pegawai, 
rekruitmen yaitu seleksi  secara objektif, pemanfaatan pegawai sesuai dengan latar belakng 
pendidikannya, peningkatan tanggiungjawab dan disiplin kerja dan pembinaan serta 
pengembaggan pegawai melalui Diklat. Kesimpulan bahwa perencanaaan kepegawaian  
dalam meningkatkan kualitaskinerja aparatur sipil negara sudah dilaksanakan dengan baik, 
walaupun belum efektif, karena masih ada hambatan, sehingga memerlukan peninhkatan. 
Hambatannya adalah analisa kebutuhan pegawai belum terlaksana dengan baik, rekruitmen 
dan seleksi belum terwujud secara objektif, penempatan aparatur sipil negara belum sesuai 
dengan latar belakng pendidikannya, tingkat tanggungjawab dan disiplin yang masih rendah, 
dan rendahnya peluang aparatur untuk mengikuti Diklat. Upaya yang dilakukan adalah 
peningkatan sumber daya manusia petugas perencana dan aparatur sipil negara, menempatkan 
aparatur sesuai dengan kemampuan dan pendidikannya serta pembinaan dan arahan pimpinan 
secara konsisten dan berkesinambungan 
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 Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang  Nomor 5 tahun 2014 tentang 
Aparatus Sipil Negara, yang menyatakan bahwa aparatur sipil Negara adalah abdi Negara. 
Abdi pemerintah dan abdi masyarakat yang bertugas untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu aparatur sipil Negara memerlukan peningkatan 
kualitas kinerja sehingga aparatur mampu melaksanakan tugas pekerjaannya secara maksimal. 
Menurut kamus Bahasa Indonesia bahwa Aparatur Sipil Negara berarti orang yang bekerja 
pada  pemerintah. Sedangkan Negara berarti Negara atau pemerintah. Dengan demikian 
aparatur sipil orang bekerja pada  pemerintah atau Negara. Hal tersebut menunjukan bahwa 
aparatur sipil negara adalah setiap warga Negara republik indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu 
jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
dinyatakan bahwa pengertian Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur pemerintah diluar dari 
TNI POLRL yang bekerja pada  lembaga pemerintah, (BUMN/BUMD) baik dipusat maupun 
di daerah. Kedudukan pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata 
dalam penyelengaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. Adapun istilah 
Aparatur Sipil Negara banyak digunakan sebagai pekerja, kepegawaian, tugas pekerjaan yang 
pada  hakekatnva secara administratif tidak mempunyai perbedaan arti dalam kaitannya 
dengan karyawan yang ada pada  perusahaan. Pada dasamya memiliki Pengertian yang sama 
cuma tempat bertugas saja yang berbeda. 
 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya disebut dengan pegawai negeri sipil 
(PNS) adalah orang-orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam perundang-
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang bewenang dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan serta digaji menurut peraturan perundangan-undang yang berlaku. Hal ini 
menunjukkan bahwa pegawai adalah sekelompok orang yang mempunyai status tertentu 
karena pekerjaannya. Manusia dalam organisasi memiliki peran sebagai pegawai dalam arti 
seluas-luasnya merupakan bagian integral dan tidak berpisahkan dari ligkungan masyarakat 
yang menjadi sumber asal usul datangnya pegawai. 
Mencerimati pemikiran di atas bahwa, Aparatur Sipil Negara adalah sumber daya 
manusia yang mempunyai daya atau energi, kemampuan dan kompetensi yang bisa digunakan 
untuk membangun, dalam arti bagaimana meningkatkan kontribusi yang positif dari orang-
orang melalui suatu sistem kerja yang bertanggung jawab secara sinergis, etis dan sosial. 
Aparatur Sipil Negara dapat memberikan peranannya dengan baik dalam membangun 
pemerintahan yang berwawasan good governance, selain memiliki kompetensi dan kinerja 
yang baik juga sangat ditentukan oleh perilaku disiplin aparatur itu sendiri. Karena  
kinerja seorang aparatur dapat dicapai dengan baik apabila aparatur itu sendiri memiliki 
integritas, loyalitas, patuh, taat dan setia serta memiliki disiplin yang tinggi. 
Berdasarkan Pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dinyatakan bahwa, 
disiplin adalah suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan Peraturan-
peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap 
aparatur sipil negara. Pengertian disiplin adalah suatu proses yang dapat menumbuhkan 
perasaan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan tujuan organisasi secara 
objektif, melalui kepatuhannya dalam menjalankan peraturan organisasi. Dengan demikiian 
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bahwa disiplin adalah "suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-
peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan tersebut jelas harus 
dipatuhi oleh setiap aparatur pegawai negeri sipil". 
Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan 
datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian 
kalangan menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu activitas yang dibatasi oleh lingkup 
waktu tertentu, Sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini bermakna bahwa 
perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan 
datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. 
 Berdasarkan observasi awal. yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Kantor  Korem 
011/Lilawangsa memiliki 133 tenaga, bagi Aparatur Sipil Negara yang terdiri, dari golongan 
II/a sebanyak 1 orang, golongan II/b, yang  tersebar pada  lingkup sebanyak 12 orang, 
gologan III/a sebanyak 24 orang, gologan III/b sebanyak 2 orang gologan IV/a sebanyak 89 
orang dan gologan IV/b sebanyak  
5 orang. Pelaksanaan tugas bagi Aparatur Sipil Negara sudah dijalankan sebagaimana adanya, 
namun menjadi permasalahan adalah masih rendahnya sumber daya Aparatur Sipil Negara. 
Hal ini disebabkan karena masalah kepegawaian tidak direncanakan dengan matang dan tidak 
melalui proses rekruitmen yang baik. 
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka menarik bagi penulis untuk melakukan 
penelitian yang berjudul "Perencanaan Kepegawaian Dalam peningkatan Kualitas Kinerja 
Aparatur Sipil Negura TNI AD" dengan mengambil lokasi penelitian pada  Kantor  Korem 
011/Lilawangsa Lhokseumawe. 
 
   Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
        1. Bagaimanakah Perencanaan Kepegawaian dalam Meningkatkan Kualitas   Kinerja 
Aparatur Sipil Negara TNI AD? 
        2. Apa saja hambatan dan upaya Perencanaan Kepegawaian dalam    Meningkatkan  






  Menurut Masry (2004:34) menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses yang 
mengartikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari 
organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan 
proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (planning) 
fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan dengan 
baik.  
 Di sisi lain Komaruddin (2000:42) menyatakan bahwa rencana (planning) dapat berupa 
rencana informal ataupun rencana formal. Rencana informal adalah rencana-rencana yang tak 
tertulis dan bukan merupakan dari tujuan bersama anggota organisasi. Sedangkan definisi dari 
rencana formal adalah rencana yang tertulis yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam 
jangka waktu tertentu.  
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   Menurut Purnomo (2005:63) menyatakan bahwa rencana formal adalah rencana 
bersama anggota-anggota koperasi, artinya setiap anggota harus mengetahui serta 
menjalankan rencana tersebut. Rencana formal dibuat sbagai untuk mengurangi ambiguitas & 
menciptakan kesepahaman mengenai apa yang harus dilakukan. 
Di sisi lain Becker dalam Siagian (2007:87) menyatakan bahwa perencanaan adalah 
suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan 
tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa 
perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga 
perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang 
ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan 
untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji 
berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur 
kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta 
memilih langkah-langkah untuk mencapainya. 
   Suparman (2000:67) menyatakan bahwa rencana dapat berupa rencana informal atau 
rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan 
tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis 
yang harus dilaksanakan. Dalam  organisasi dalam jangka waktu tertentu- rencana formal 
merupakan rencana  anggota bersama anggota  mengetahui dan menjalankan rencana itu. 
Rencana formal dibuat untuk rnengumngi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang 
apa yang harus dilakukan. 
 
Manfaat dan Fungsi Perencanaan  
             Hasibuan (2002) menyatakan bahwa manfaat perencanaan adalah sebagai berikut: 
1. Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan 
efektif dan efisien. 
2. Bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dapat dicapai dan dapat dilakukan 
koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin. 
3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan 
dan ancaman. 
  4. Dapat menghindari adanya kegiatan petumbuhan dan perubahan yang tidak terarah 
dan terkontrol. 
 
  Fungsi perencanaan pada  dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan 
sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan 
pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil 
akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat. Banyak kegunaan 
dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efesiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 
perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi 
hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang 
tidak terarah dan terkontrol. Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk 
mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik 
yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. 
Kegiatan dalam fungsi perencanaan adalah menetapkan tujuan dan target yang 
merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-
sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar/indikator keberhasilan  
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Langkah-langkah Penyusunan Perencanaan  
Menurut Komaruddin (2000) ada beberapa, langkah dalam penyusunan suatu 
perencanaan, antara lain: 
1. Merumuskan Misi dan Tujuan. 
Usaha sistematis formal untuk menggariskan wujud utama, dari perusahaan sasaran 
sasaran, kebijakan kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran-sasaran dan wujud utama 
perusahaan yang bersangkutan. 
2. Memahami Keadaan Saat ini. 
Perencanaan menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan yang dibuat 
sekarang, untuk mengenal sistematis peluang dan ancaman dimasa mendatang. Dengan 
pilihan langkah-langkah yang tepat akan lebih menguntungkan perusahaan. Meliputi jangka 
pendek dan sampai jangka panjang. 
3. Mempertimbangkan Faktor Pendukung dan Penghambat. 
           Segala kemudahan dan kemungkinan hambatan dalam usaha mencapai tujuan perlu 
sedini mungkin diidentifikasi, agar persiapan dapat dilakukan. Disatu pihak perusahaan dapat 
meraih kemudahan dan manfaat optimal dengan kesempatan yang tersedia. 
4. Menyusun Rencana Kegiatan untuk Mencapai Tujuan. 
Tujuan dapat dicapai dengan beberapa cara, diantaranya adalah menyusun berbagai 
alternatif kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang mungkin dapat dipilih. menilai dan 
membandingkan untung rugi setiap alternatif  kegiatan kebijakan. Memilih dan menetapkan 
suatu alternatif yang paling cocok dan baik diantara alternatif-alternatif  lain.   
 
Teori Kinerja 
Secara etimologis kata kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris performance 
yang memiliki tiga pengertian yaitu, melakukan, menjalankan dan melaksanakan, memenuhi 
atau menjalankan kewajiban, melaksanakan atau menyempumakan tanggung jawab. Sejalan 
dengan pendapat di atas menurut Dhanna dalam Sudarmanto (2009) menyatakan bahwa 
kinerja mempunyai arti sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing 
dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, relevan serta sesuai dengan etika dan 
moral. 
Hal tersebut mengandung makna bahwa kinerja adalah hasil kerja dan prestasi kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja seseorang 
merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil 
kerjanya. Dengan demikian maka kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 
kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. 
Mencermati pendapat di atas maka kinerja merupakan suatu kondisi yang harus 
diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian 
hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui 
dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Menurut Sudarmanto (2009) 
bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 
1. Berorientasi Pada Prestasi, 
2. Memiliki Percaya Diri, 
3. Pengendalian Diri, 
4. Kompetensi. 
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Berdasarkaan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kinerja merupakan kualitas dan 
kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas 
tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses 
belajar serta keinginan untuk berprestasi. Diantara faktor yang mempengaruhi kinerja individu 
tersebut diantaranya faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai 
dalam menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan 
diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental 
yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. Dengan 
demikian maka ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja". 
Mahmudi (2007) bahwa motivai merupakan suatu dorongan dalam diri seseorang untuk 
melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik baiknya agar mampu mencapai prestasi 
kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. Adapun karakteristik dari seseorang yang memiliki 
motivasi yang tinggi yaitu: 
1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi, 
2. Berani mengambil risiko, 
3. Memiliki tujuan yang realistis, 
4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuan. 
5. Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang 
dilakukan, 
6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogamkan. 
Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja sebagai catatan hasil kerja yang didapat 
oleh seseorang pada  suatu fungsi atau kegiatan pekerjaan tertentu selama priode waktu 
tertentu. Kualitas kinerja (baik atau buruk) pada  umumnya merujuk pada  rata-rata kinerja 
seseorang ketika melaksanakan tugas dan fungsinya. 
 
Faktor-faktor yang Mempengarubi Kinerja 
Disisi lain Pumomo (2005) menyatakan bahwa ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap 
kinerja: 
1. Faktor Individu. 
Fakor individu meliputi kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, 
pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. 
2. Faktor Psikologis. 
Faktor ini meliputi persepsi peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja. 
3. Faktor Organisasi. 
Faktor ini meliputi struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem 
penghargaan. 
Berdasarkan pendapat di atas, maka menurut pemahaman penulis bahwa ada 3 faktor 
yang berpengaruh terhadap kinerja yaitu individu, psikologis, organisasi. Fakor individu 
meliputi kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial 
dan demografi seseorang. Faktor psikologis meliputi persepsi, peran, sikap, kepribadian, 
motivasi dan kepuasan kerja dan faktor organisasi meliputi struktur organisasi, desain 
pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka Mahmudi (2007) menyatakan bahwa dalam 
pengembangan sumber daya manusia, konsep kinerja sering dilihat dari dua sisi, yaitu: 
1. Kinerja Individu 
Kinerja yang merujuk pada  hasil kerja seseorang aparatur yang diukur standar kinerja 
yang berlaku dalam organisasi. 
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2. Kinerja Kelompok. 
Kinerja yang menunjukkan pada  hasil kerja kelompok (tim) yang diberikan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi kelompok tersebut. Dengan demikian, terdapat 
hubungan erat antara kinerja individu, kinerja kelompok dengan kinerja organisasi. 
3. Kinerja Organisasi 
Kinerja yang menunjukkan pada  hasil kerja organisasi yang sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi organisasi tersebut. Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara kinerja 
individu dengan kinerja organisasi. Apabila kinerja individu meningkat maka kinerja 
organisasi juga akan meningkat. 
Berdasarkan pemikiran di atas, maka menurut analisa penulis bahwa dalam 
pengembangan sumber daya manusia, konsep kinerja sering dilihat dari dua sisi yaitu kinerja 
individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi. Kinerja individu yaitu kinerja yang 
merujuk pada  hasil kerja seseorang aparatur yang diukur standar kinerja yang berlaku dalam 
organisasi. Kinerja Kelompok yaitu kinerja yang menunjukkan pada  hasil kerja kelompok 
(tim) yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelompok tersebut. Hal tersebut 
mengandung makna terdapat hubungan erat antara kinerja individu, kinerja kelompok dengan 
kinerja organisasi. 
Kinerja organisasi yaitu kinerja yang menunjukkan pada  hasil kerja organisasi yang 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Dengan demikian, terdapat 
hubungan erat antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Apabila kinerja individu 
meningkat maka kinerja organisasi juga akan meningkat. 
 
Kriteria Pengukuran Kinerja 
Menurut Handoko (2001:76) menyatakan bahwa mengukur kinerja pada  umumnya 
menggunakan 6 (enam) kriteria, yaitu: 
1. Kualitas. 
Ukuran unuk menentukan apakah basil atau proses pekerjaan mendekati sempurna 
dalam arti mendekati standar yang telah ditetapkan. 
2. Kuantitas. 
Ukuran yang menerangkan jumlah yang dihasilkan dapat diungkapkan dalam nilai uang, 
unit dan jumlah kegiatan yang dihasilkan. 
3. Waktu. 
Ukuran yang menentukan kegiatan itu dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan 
dihubungkan dengan basil kegiatan tersebut. 
4. Efektifitas. 
Ukuran yang menentukan apakah sumberdaya organisasi yang digunakan 
(manusia,uang, tekhnologi/bahan) dapat menghasilkan hasil yang tinggi. 
 
5. Kebutuhan Pengawasan. 
Ukuran untuk menentukan seseorang melakukan pekerjaan memerlukan pengawasan 
atau tidak untuk menghasilkan output yang tinggi. 
6. Pengaruh Interpersonal. 
Ukuran untuk menentukan bahwa seseorang yang diukur kinerjanya dapat mendorong 
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Mencermati pendapat di atas maka menurut pemahaman penulis bahwa mengukur 
kinerja seseorang yang pada  umumnya menggunakan 6 (enam) kriteria, yaitu kualitas, 
kuantitas, waktu, efektivitas dan pengaruh interpersonal dan kebutuhan pengawasan. Kualitas 
merupakan ukuran unuk menentukan apakah hasil atau proses pekerjaan mendekati sempurna 
dalam arti mendekati standar yang telah ditetapkan. Kuantitas yaitu ukuran yang 
menerangkan jumlah yang dihasilkan dapat diungkapkan dalam nilai uang, unit dan jumlah 
kegiatan yang dihasilkan. 
Selanjutnya Hasrifan (2001) menyatakan bahwa waktu yaitu ukuran yang menentukan 
kegiatan itu dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan dihubungkan dengan basil 
kegiatan tersebut. Efektifitas yaitu ukuran yang menentukan apakah sumber daya organisasi 
yang digunakan seperti manusia, uang, tekhnologi/bahan dapat menghasilkan hasil yang 
tinggi. Kebutuhan pengawasan yaitu ukuran untuk menentukan seseorang melakukan 
pekerjaan memerlukan pengawasan atau tidak untuk menghasilkan output yang tinggi. 
Pengaruh interpersonal yaitu ukuran untuk menentukan bahwa seseorang yang diukur 
kinerjanya dapat mendorong perasaan harga diri, kemauan positif dan kerjasama dengan 
temannya. 
Pengaruh interpersonal ukuran untuk menentukan bahwa aparatur yang diukur 
kinerjanya dapat mendorong perasaan harga diri, kemauan positif dan kerjasama dengan 
koleganya. Diskripsi tingkat kinerja yang dijadikan sebagai patokan untuk menetapkan 
apakah kinerja seseorang aparatur memuaskan atau tidak. Diskripsi tingkat kinerja bisa 
berupa tiga bentuk, seperti deskripsi perilaku atau insiden penting dan hasil kerja. 
 
 
Faktor-faktor Penilaian Kinerja 
Menurut Simamora (2000:87) bahwa penilaian kinerja adalah suatu pendekatan dalam 
melakukan penilaian prestasi kerja aparatur pemerintah yang didalamnya terdapat berbagai 
faktor. 
1. Penilaian dilakukan pada  aparatur sebagai manusia tidak luput dari kelemahan dan 
kekurangan. 
2. Penilaian yang dilakukan pada  serangkaian tolok ukur tertentu yang riel berkaitan 
langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang ditetapkan dan diterapkan secara 
objektif. 
3. Hasil penilaian disampaikan pada  aparatur yang dinilai dengan maksud bahwa, 
apabila penilaian tersebut positif menjadi motivasi bagi pegawai yang bersangkutan, 
dan apabila penilaian tersebut bersifat negatif maka aparatur tersebut mengetahui 
kelemahannya dan mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan tersebut. 
Sejalan dengan pemikiran di atas maka menurut penilaian penulis bahwa penilaian 
kinerja adalah suatu pendekatan dalam melakukan penilaian prestasi kerja aparatur 
pemerintah yang didalamnya terdapat berbagai faktor bahwa penilaian dilakukan pada  
aparatur sebagai manusia. tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. 
Penilaian yang dilakukan pada  serangkaian tolak ukur tertentu yang riel berkaitan 
langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang ditetapkan dan diterapkan secara objektif. 
Hasil penilaian disampaikan pada  aparatur yang dinilai dengan maksud bahwa apabila 
penilaian tersebut positif menjadi motivasi bagi pegawai yang bersangkutan, dan apabila 
penilaian tersebut bersifat negatif maka aparatur tersebut mengetahui kelemahannya dan 
mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan tersebut. 
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Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, maka perlu dilakukan penilaian kinerja oleh 
karena penilaian kinerja merupakan salah satu sistem formal yang secara berkala digunakan 
untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas tugasnya. bahwa penilaian 
kinerja suatu proses yang terdiri dari indentifikasi, pengukuran, manajemen, Indentifikasi 
menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi. 
Pengukuran merupakan inti daripada penilaian kinerja. Pada proses ini pihak 
manajemen menentukan kinerja aparatur yang bagaimana yang termasuk "baik" dan "buruk". 
Manajemen dalam organisasi harus melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau 
membandingkan kinerja aparatur yang memiliki kesamaan tugas. Manajemen merupakan 
tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorentasi ke masa depan 
untuk meningkatkan potensi aparatur dalam organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat 
dilakukan dengan pemberian umpan balik dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja 
aparatur. 
Menurut Mahmudi (2007:106) bahwa penilaian kinerja bukan merupakan kegiatan 
kontrol atau pengawasan dan bukan pula mencari kesalahan untuk menjatuhkan sanksi atau 
hukuman. Namur penilain kinerja difokuskan pada  usaha mengungkapkan kekurangan dalam 
bekerja untuk diperbaiki dan kelebihan bekerja untuk dikembangkan, agar setiap aparatur 
pegawai negeri mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas kontribusinya dalam 
melaksanakan pekerjaanya guna mencapai tujuan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa 
penilaian prestasi kerja aparatur diperlukan suatu sistim yang praktis, relevan, handal dan 
dapat diterima, sehingga hasil yang dicapai dari penilaian kinerja tersebut bermanfaat baik 
untuk pegawai itu sendiri maupun administrasi kepegawaian organisasi dimana aparatur 
pegawai negeri tersebut bekerja. 
Suatu sistem penilaian kinerja yang baik harus bisa menampung berbagai tantangan 
yang dihadapi para aparatur pegawai, terutama yang mempunyai dampak kuat terhadap 
pelaksanaan tugasnya. Tidak dapat disangkal bahwa berbagai situasi yang didapat aparatur 
diluar pekerjaannya, seperti masalah keluarga, keadaan keuangan, tanggung jawab social dan 
berbagai masalah lainnya pasti berpengaruh terhadap prestasi kerja (kinerja) seseorang. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa sistem penilaian prestasi 
kerja adalah proses untuk mengukur Mutasi kerja (kinerja) aparatur berdasarkan peranan yang 
telah ditetapkan dengan cam membandingkan sasaran (hasil kerja) atau berkaitan dengan 
persyaratan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Wijaya Susanti dalam Mahmudi (2007:102) 
menyatakan bahwa ada lima syarat digunakan untuk mengukur efektif tidaknya suatuu sistem 
penilaian kinerja aparatur yaitu: 
1. Supervisor 
Penilai mengukur kemampuan dan motivasi penilai dalam melakukan penilaian 
secara terus menerus, merumuskan kinerja aparatur secara objektif. 
2. Relevan 
Keterkaitan, mengukur keterkaitan langsung unsur-unsur penilaian kinerja dengan 
uraian pekerjaan. 
3. Sensitivity 
Kepekaan, mengukur keakuratan dan keeermatan sistem penilaian kinerja yang dapat 
membedakan aparatur, PNS yang berprestasi dan yang tidak berprestasi serta sistem 
harus dapat digunakan untuk tujuan administrasi kepegawaian. 
4. Realiability 
Keterandalan, mengukur keandalan dan konsistensi alat ukur yang digunakan. 
5. Practicality 
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Kepraktisan, mengukur alat penilaian kinerja yang mudah digunakan dan dimengerti 
oleh penilaian dan bawahannya. 
Menurut pemahaman penulis sama dengan pemikiran di atas yang menyatakan bahwa 
ada lima syarat yang biasa digunakan untuk mengukur efektif tidaknya suatu sistem penilaian 
kinerja aparatur yaitu supervisor, relevan sensitivity, realibity, practically. Supervisor yaitu 
penilai mengukur kemampuan dan motivasi penilai dalam melakukan penilaian secara terus 
menerus, merumuskan kinerja aparatur secara objektif. Relevan yaitu keterkaitan, mengukur 
keterkaitan langsung unsur-unsur penilaian kinerja dengan uraian pekerjaan. 
Sensitivity yaitu kepekaan, mengukur keakuratan dan kecermatan sistem penilaian 
kinerja yang dapat membedakan aparatur yang berprestasi dan yang tidak berprestasi serta 
sistem harus dapat digunakan untuk tujuan administrasi kepegawaian. Realiability yaitu 
keteladanan, mengukur keandalan dan konsistensi alat ukur yang digunakan dan Practicality 
yaitu kepraktisan, mengukur alat penilaian kinerja yang mudah digunakan dan dimengerti 
oleh penilaian dan bawahannya. 
Faktor penting dalam kinerja adalah menilai hasil kerja, tujuannya untuk mengenali 
kekuatan dan kelemahan aparatur pegawai negeri sipil itu sendiri, sehingga proses umpan 
batik sebagai motivator dapat berjalan dengan baik untuk memperbaiki kelemahan dan 
kesalahan aparatur dalam bekerja dan penentuan alokasi rewards yang tepat sesuai dengan 
prestasi kerja (kinerja) masing-masing aparatur. 
 
Manfaat Penilaian Kinerja 
Menurut Thoha (2000:96) menyatakan bahwa penilaian kinerja bermanfaat bagi 
organisasi dan aparatur itu sendiri, yaitu: 
1. Perfomance Improvement 
Maksudnya adalah memungkinkan aparatur untuk mengambil tindakan yang 
berhubungan dengan peningkatan kinerja. 
2. Compensation Adjusment 
Membantu pimpinan (pengambil kebijakan) untuk menentukan siapa, saja yang berhak 
menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. 
3. Placement Decision 
Menentukan promosi transfer dan demotion. 
4. Training and Development Needs 
Mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi aparatur agar kinerjanya 
dapat ditingkatkan lebih optimal. 
5. Carrer Plowing and Development 
Memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. 
6. Staffing Proces Defxcies 
Mempenganihi prosedur perckrutan aparatur sipil negara. 
7. Information Inaccuracies and Job Desigin Errors 
Membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen, sumber 
daya manusia terutama di bidang informasi (Job analisis, Job design) dan sistem 
informasi manajemen sumber daya manusia. 
8. Equal Employment 
Menunjukkan bahwa placment decision tidak diskriminatif. 
9. External Challenges 
Kadang-kadang kinerja aparatur dipengaruhi oleh faktor esk-ternal seperti faktor 
keluarga, keuangan pribadi dan lain-lain lagi. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, 
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namun dengan melakukan penilaian kinerja maka faktor eksternal ini akan kelihatan 
sehingga membantu pimpinan untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja 
aparatur (PNS). 
10. Feedback 
Memberikan umpan batik bagi kepentingan kepegawaian maupun ke pentingan bagi 
aparatur sendiri. 
Mencermati pendapat di atas maka menurut pemahaman penulis bahwa penilaian 
kinerja bermanfaat bagi organisasi dan aparatur itu sendiri, yaitu Perfiomaiwe Improvement. 
Hal ini menunjukkan bahwa memungkinkan aparatur untuk mengambil tindakan yang 
berhubungan dengan peningkatan kinerja. Compensation Adjusment  yaitu membantu 
pimpinan (pengambil kebijakan) untuk menentukan siapa, saja yang berhak menerima 
kenaikan gaji atau sebaliknya. Placement decision artinya menentukan promosi, transfer clan 
demotion. Training and development needs yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan bagi aparatur agar kinerjanya dapat ditingkatkan lebih optimal. 
Pada sisi lain Sudarmanto (2009:121) bahwa pentingnya penilaian kinerja yang rasional 
dan diterapkan secara objektif terlihat paling tidak dua kepentingan atau manfaat bagi 
aparatur itu sendiri maupun bagi organisasi dimana mereka bekerja, yaitu: 
1. Manfaat Bagi Aparatur. 
Penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti 
kemampuan, kelebihan, kekurangan dan potensi yang ada pada  dirinya yang pada  gilirannya 
untuk menentukan tujuan, jalur dan rencana dan pengembangan karirnya. 
2. Manfaat Bagi Organisasi. 
Apabila hasil penilaian tersebut positif maka akan membantu pimpinan dalam 
pengambilan keputusan untuk kemungkinan melakukan program pengembangan yang tepat 
bagi aparatur bersangkutan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 
Disisi lain Mahmudi (2007:96) menyatakan bahwa untuk mendorong kinerja individu 
pegawai negeri sipil yang memenuhi standar, organisasi perlu memfasilitasi keberadaan 
faktor-faktor positif pendorong kinerja dan meminimalkan faktor-faktor negatif yang 
menghambat kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur dapat 
dikelompokkan menjadi: 
 1. Faktor Internal 
Faktor ini meliputi motivasi kerja, sikap dan kompetensi aparatur yang bersangkutan. 
Faktor ini sulit untuk diamati karena ada dalam diri aparatur itu sendiri. 
2.  Faktor Eksternal 
Faktor ini meliputi hal-hal yang mempengaruhi kinerja aparatur itu sendiri, seperti 
sistem kompetensi, kondisi hubungan dengan teman kerja hubungan dengan atasan, 
ataupun kondisi keluarga dan masyarakat. 
Mencermati pemikiran di atas maka menurut pemahaman penulis bahwa pentingnya 
penilaian kinerja yang rasional dan diterapkan secara objektif terlihat paling tidak dua 
kepentingan atau manfaat bagi aparatur itu sendiri maupun bagi organisasi dimana mereka 
bekerja yaitu manfaat bagi aparatur dan manfaat bagi organisasi. 
Manfaat bagi aparatur penilaian tersebut berperan sebagai umpan batik tentang berbagai 
hat seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan dan potensi yang ada pada dirinya yang pada 
gilirannya untuk menentukan tujuan, jalur dan rencana dan pengembangan karirnya. Manfaat 
bagi organisasi, apabila basil penilaian tersebut positif maka akan membantu pimpinan dalam 
pengambilan keputusan untuk kemungkinan melakukan program pengembangan yang tepat 
bagi aparatur bersangkutan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 
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Mencermati pemikiran di atas, maka menurut pemahaman penulis bahwa untuk 
mendorong kinerja individu pegawai negeri sipil yang memenuhi standar, organisasi perlu 
memfasilitasi keberadaan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur dapat 
dikelompokkan menjadi faktor Internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi kerja, 
sikap dan kompetensi aparatur yang bersangkutan. Faktor ini sulit untuk diamati karena ada 
dalam diri aparatur itu sendiri. Faktor eksternal meliputi hal-hal yang mempengaruhi kinerja 
aparatur itu sendiri, seperti sistem kompetensi, kondisi hubungan dengan teman 
kerjahubungan dengan atasan, ataupun kondisi keluarga dan masyarakat. 
Handoyo dalam Yudi (2004:92) bahwa kinerja aparatur pegawai negeri sipil terdiri dari 
dua bentuk yaitu kinerja yang positif dan kinerja yang negatif Kinerja yang positif yaitu 
kinerja yang memiliki kualitas yang baik, dan dapat dilihat pada kualitas basil kerja, 
produktifitas kerja tinggi, kuantititas, hasil kerja tinggi, waktu penyelesaian cepat, birokrasi 
tidak berbelit dan panjang, dengan demikian memuaskan bagi masyarakat karena kualitas 
kinerja aparatur baik. Hal tersebut bermakna bahwa diantara kinerja dan kualitas memiliki 
hubungan yang paling erat, karena hasil kerja seseorang aparatur tersebut berkualitas berarti 
kinerjanya memiliki mutu, sangat baik dan berkualitas. Seorang aparatur memiliki hasil 
kerjanya yang berkualitas berarti aparatur tersebut memiliki kompetensi (keahlian dan 
kemampuan) Dengan pengertian lain bahwa seorang aparatur tersebut mampu melakukan 
pekerjaannya dengan baik dan bermutu, sehingga masyarakat puas dan menggembirakan. 
Menurut Paland (2007:112) menyatakan bahwa kompetensi aparatur dalam 
meningkatkan kualitas kinerja, maka pendekatan yang perlu dilakukan adalah melalui 
pendidikan dan pelatihan (diklat) yaitu pendekatan yang berorientasi kepada sumber daya 
manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur, karena apabila seseorang 
aparatur memiliki kompetensi akan menghasilkan prestasi keda atau kineda organisasi yang 
baik dan berkualitas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kompetensi adalah kemampuan 
dan kecakapan seseorang dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Oleh karena kompetensi 
menjadi kebutuhan sangat mendasar dan sangat dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaannya 
atau sikap dan kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pekejaannya. 
Khusus dalam kalangan aparatur sipil negara pemahaman kompetensi sebagaimana 
yang dinyatakan, dalam keputusan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 
43/Kep/2001 tentang standar kompetensi dalam jabatan struktural yaitu kemampuan dan 
karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian 
dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pemahaman tersebut 
sejalan dengan pemahaman yang dirumuskan dalam Peraturan. Pemerintah Nomor 101 Tahun 
2000 tentang diklat jabatan aparatur yaitu kompetensi adalah karakteristik yang harus dimiliki 
oleh seorang pegawai negeri sipil. 
 
Aparatur Sipil Negara 
Disiplin Aparatur Sipil Negara 
Berdasarkan Pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dinyatakan bahwa, 
disiplin adalah suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-
peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap 
aparatur pegawai negeri sipil. Menurut Handoko (2001:75) menyatakan bahwa disiplin adalah 
suatu proses yang dapat menumbuhkan perasaan seseorang untuk mempertahankan dan 
meningkatkan tujuan organisasi secara objektif, melalui kepatuhannya dalam menjalankan 
peraturan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin adalah "suatu sikap tingkah laku 
dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun 
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tidak tertulis. Peraturan tersebut jelas harus dipatuhi oleh setiap aparatur pegawai negeri 
sipil". 
Menurut Hariwidjaya (2000:64) menyebutkan dua tipe kegiatan pendisiplinan: 
1. Disiplin Prefentif. 
Kegiatan yang dilakukan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai 
standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Sasaran 
pokoknya adalah untuk mendorong dan menjaga disiplin diri diantara para karyawan atas 
dasar kesadaran. 
2. Disiplin Korektif 
Disiplin korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan 
pendisiplinan, seperti penahanan kenaikan pangkat, penahanan kenaikan gaji berkala, 
skorsing dan pemecatan. Menurut Rozali (1996:284) bahwa disiplin adalah " pelatihan 
khususnya pelatihan pemikiran dan sikap untuk menghasilkan pengendalian diri, dan 
kebiasaan untuk mentaati peraturan yang berlaku. 
Berdasarkan pemikiran di atas maka menurut pemaharnan penulis ada dua tipe kegiatan 
pendisiplinan yaitu disiplin prefentif dan disiplin korektif Disiplin prefentif yaitu kegiatan 
yang dilakukan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, 
sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk 
mendorong dan menjaga disiplin diri diantara para karyawan atas dasar kesadaran. Disiplin 
korektif merupakan suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan, seperti 
penahanan kenaikan pangkat, penahanan kenaikan gaji berkala, skorsing dan pemecatan. 
Dengan demikian bahwa disiplin berarti pelatihan khususnya pelatihan pemikiran dan sikap 
untuk menghasilkan pengendalian diri, dan kebiasaan untuk mentaati peraturan yang berlaku. 
Agar terwujudnya disiplin diperlukan peraturan yang tegas dan hukuman yang 
konsekuen dan apabila karyawan memiliki disiplin yang baik, bersemangat, bermoral, 
efisiensi dan efektif memiliki dampak positif terhadap organisasi. Hal ini tentu mendukung 
tercapainya tujuan organisasi. Organiassi sulit berkembang dan tidak mewujudkan kinerja 
yang maksimal apabila aparatur karyawannya tidak disiplin atau tidak mau mematuhi aturan-
aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan dalam organisasi. 
Sudarmanto (2009:62) berpendapat bahwa disiplin "merupakan tindakan manajemen 
untuk mendorong anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan. Dengan arti lain 
bahwa pendisiplinan pegawai adalah sebagai suatu bentuk pelatihan yang berusaha 
meningkatkan prestasi kerjanya." Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja adalah " ketaatan 
atas kepatuhan pada  peraturan yang telah ditetapkan.". Disiplin kerja pegawai terhadap 
peraturan yang telah ditentukan dari kesepakatan bersama dalam organisasi, pimpinan 
berkewajiban mengusahakan supaya pegawai mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku 
dalam organisasinya sehingga pegawai tersebut produktif dan berprestasi. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa disiplin kerja aparatur diartikan "sebagai pelaksanaan manajemen untuk 
memperkokoh pedoman-pedoman organisasi". 
Apabila setiap orang dalam organisasi tersebut dapat mengendalikan diri dan mematuhi 
semua norma dan peraturan yang telah berlaku, maka hal ini akan menjadi modal utama yang 
sangat menentukan dalam mencapai tujuan organisasi atau lembaga pemerintah. Mematuhi 
peraturan berarti memberikan dukungan positif pada  organisasi dalam melaksanakan 
program-program yag telah ditetapkan, sehingga akan lebih memudahkan tercapainya tujuan 
yang ingin dicapai organisasi/lembaga. 
Tujuan utama disiplin kerja adalah dalam rangka mencapai tujuan nasional untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Untuk mencapai tujuan dimaksud 
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diperlukan adanya pegawai negeri sebagai aparatur, abdi negara dan abdi masyarakat yang 
penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancsila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan 
Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna, berhasilguna, bersih, 
bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya Untuk menyelenggarakan tugas 
pemerintahan dan pembangunan baik hari ini maupun hari esok. 
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tujuan utama disiplin kerja adalah untuk 
memelihara kelangsungan hidup organisasi atau lembaga, sehingga program organisasi dapat 
berjalan secara optimal dan efektif. Penegakan disiplin bukan untuk mencari kesalahan atau 
kelemahan aparatur pegawai itu sendiri, tetapi menurut Handoyo (2001:89) memiliki tujuan 
tindakan pendisiplinan sebagai berikut: 
1. Untuk menghindari dan memperbaiki pelanggaran. 
2. Untuk menghalangi pars aparatur yang lain untuk melakukan kesalahan dan 
pelanggaran yang sama. 
3. Untuk menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisten dan efektif. 
Sehubungan dengan pemikiran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 
dilakukannya tindakan disiplin ini untuk lebih meningkatkan kedisiplinan kerja aparatur 
pegawai negeri sehingga dapat memberikan peranannya yang optimal dalam membangun 
pemerintahan berwawasan good governance. Meningkatkan kedisiplinan kerja aparatur 
pegawai dimaksudkan agar aparatur secara sadar mau mentaati dan mematuhi segala 
peraturan dan kebijakan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan baik 
dan mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Disiplin juga meliputi 
arti mampu menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, bertindak dan berpartisipasi 
sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada  lembaga sehingga, mampu menghasilkan 
kinerja yang tinggi. 
Adapun untuk dapat menjalankan disiplin yang baik dan benar, maka seorang pimpinan 
dalam lembaga pemerintah harus dapat memberikan keteladanan dan menjadi panutan bagi 
lingkungannya. Oleh karena itu seorang pimpinan organisasi harus dapat mempertahankan 
perilaku yang positif sesuai dengan harapan agar aparatur pegawai agar  termotivasi dalam 
masalah disiplin. Perilaku positif pimpinan akan menjadi suri teladan dalam menegakkan dan 
menjalankan disiplin bagi aparaturnya. 
Menurut Simamora (2000:94) bahwa pemimpin dalam suatu lembaga harus melakukan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Memahami Dampak Indisiplioner. 
 Pimpinan harus mampu mendeteksi dan memahmi dampak dari tindakan indisiplioner 
secara sungguh-sungguh dan serius dan pimpinan harus memahmi akibat dari pada dampak 
tersebut. 
2. Memperoleh Informasi. 
Pimpinan harus mampu mendeteksi dan mendapatkan informasi dari aparatur pegawai 
yang lain dan tanyakan kembali secara personal rangkaian pelanggaran yang telah dilakukan, 
kemudian dianalisa dan bila perlu minta pendapat dari pimpinan yang lain. 
3. Sikap, Kepekaan Terhadap Situasi. 
Pimpinan harus peka terhadap situasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan 
sesegera mungkin harus diatasi dengan dan yang arif dan bijaksana. Karena apabila dibiarkan 
akan menjadi kronis dan pelaksanan disiplin yang telah ditegakkan akan dianggap lemah, 
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4. Melindungi Kerahasiaan. 
Pimpinan harus melindungi kerahasiaan, karena tindakan indisiplioner akan 
mempengaruhi ego aparatur, oleh karena itu akan lebih baik pimpinan mendiskusikan secara 
personal pada  tempat dan situasi serta suasana yang rileks dan menyegarkan. Kerahasian 
harus tetap dijaga karena hal itu akan mempengaruhi masa depannya sendiri. 
5. Fokus Pada Masalah. 
Pimpinan harus dapat melakukan penekanan pada  masalah kesalahan yang dilakukan 
bawahannya dan bukan pada  pribadinya, kemukakan bahwa kesalahan yang dilakukan 
merupakan pelanggaran dan melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan. 
6. Konsisten. 
Peraturan harus dapat dijalankan secara tegas dan konstisten tanpa, pandang bulu (pilih 
kasih). Setiap aparatur yang bersalah harus dibina sehingga mereka tidak merasa dihukum dan 
dapat menerima sanksi yang dilakukan secara, wajar. 
7. Fleksibel. 
Bahwa tindakan disiplioner ditetapkan apabila seluruh informasi tentang aparatur 
pegawai negeri tersebut telah dianalisa dan dipertimbangkan. Hal ini yang menjadi 
pertimbangan antara lain adalah tingkat kesalahannya, prestasi kinerjanya yang lalu, tingkat 
kemampuannya dan pengaruhnya terhadap, lembaga/organisasi. 
8. Mengandung Nasehat. 
Menjelaskan secara arif dan bijaksana bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak dapat 
diterima. File kepegawaian yang berisi catatan khusus dapat digunakan sebagai catatan atau 
acuan, sehingga mereka secara sadar dapat memahami kesalahannya. 
9. Tindakan Konstruktif. 
Pimpinan harus yakin bahwa telah memahmi perilaku pegawai bertentangan dengan 
tujuan lembaga dan jelaskan kembali pentingnya peraturan baik untuk aparatur maupun untuk 
kepentingan organisasi. 
Mencennati pemikiran tersebut di atas, maka menurut analisa penulis bahwa pemimpin 
dalam suatu lembaga harus melakukan hal-hal antara lain memahami dampak Indisiplioner. 
Pimpinan harus mampu mendeteksi dan memahmi dampak dari tindakan indisiplioner secara 
sungguh-sungguh dan serius dan pimpinan harus memahmi akibat daripada dampak tersebut. 
Pimpinan harus mampu mendeteksi dan mendapatkan informasi dari aparatur pegawai yang 
lain dan tanyakan kembali secara personal rangkaian pelanggaran yang telah dilakukan, 
kemudian dianalisa dan bila perlu minta pendapat dari pimpinan yang lain. Pimpinan harus 
peka terhadap situasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan sesegera mungkin harus 
diatasi dengan cara yang arif dan bijaksana. Karena apabila dibiarkan akan menjadi kronis 
dan pelaksanan disiplin yang telah ditegakkan akan dianggap lemah, tidak jelas dan akan 
mempengaruhi hubungan kerja dalam organisasi. 
Selajutnya fleksibel artinya bahwa tindakan disiplioner ditetapkan apabila seluruh 
informasi tentang aparatur pegawai negeri tersebut telah dianalisa dan dipertimbangkan. Hal 
ini yang menjadi pertimbangan antara lain adalah tingkat kesalahannya, prestasi kinerjanya 
yang lalu, tingkat kemampuannya dan pengaruhnya terhadap lembaga/organisasi. 
Mangandung nasehat, Menjelaskan secara arif dan bijaksana bahwa pelanggaran yang 
dilakukan tidak dapat diterima. File kepegawaian yang berisi catatan khusus dapat digunakan 
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Prinsip-prinsip Pendisiplinan Aparatur 
Memahami prinsip-prinsip pendisiplinan tersebut maka Handoko (2001:92) menyatakan 
bahwa pendisiplinan harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Bersifat Personal. 
Pendisiplinan harus dlakukan secara personal (pribadi) dengan memberikan teguran 
kepada aparatur pegawai negeri. Teguran jangan dilakukan dihadapan orang banyak, karena 
dapat menyebabkan aparatur karyawannya akan merasa malu dan tidak menutup 
kemungkinan menimbulkan rasa dendam yang dapat merugikan lembaga. 
2. Bersifat Membangun 
Pendisiplinan harus bersifat membangun dalam arti bawa selain memberikan teguran 
dan menunjukkan kesalahan yang dilakukan aparatur, harus disertai dengan saran tentang 
bagaimana seharusnya berbuat untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. 
3. Bersifat Langsung dan Segera 
Pendisiplinan harus dilakukan secara langsung dengan segera, artinya adalah suatu 
tindakan dilakukan dengan segera setelah terbukti bahwa aparatur pegawai yang bersangkutan 
telah melakuklan kesalahan. 
5. Bersifat Langsung 
Pimpinan hendaknya tidak melakukan tindakan pendisiplinan tidak dilakukan pada saat 
aparatur pegawai tersebut dalam kondisi absen. 
6. Bersifat Wajar Kembali 
Setelah melakukan tindakan pendisiplinan pimpinan haruslah bersikap wajar kembali 
dan sikap wajar ini harus dilakukan pimpinan terhadap aparatur pegawai yang telah 
melakukan kesalahan tersebut. 
Berdasarkan pemikiran di atas maka menurut pemahaman penulis bahwa dalam 
pendisiplinan harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut antara lain bersifat personal yaitu 
pendisiplinan harus dlakukan secara personal (pribadi) dengan memberikan teguran kepada 
aparatur pegawai negeri. Teguran jangan dilakukan dihadapan orang banyak, karena dapat 
menyebabkan aparatur karyawannya yang ditegur akan merasa, malu dan tidak menutup 
kemungkinan menimbulkan rasa dendam yang dapat merugikan lembaga. 
Bersifat membangun yaitu pendisiplinan harus bersifat membangun dalam arti bahwa 
selain memberikan teguran dan menunjukkan kesalahan yang dilakukan aparatur, harus 
disertai dengan saran tentang bagaimana seharusnya berbuat untuk tidak mengulangi lagi 
kesalahan yang sama. Bersifat langsung dan segera maksudnya pendisiplinan harus dilakukan 
secara langsung dengan segera, artinya adalah suatu tindakan dilakukan dengan segera setelah 
terbukti bahwa aparatur pegawai yang bersangkutan telah melakuklan kesalahan. 
Seterusnya bersifat langsung artinya pimpinan hendaknya tidak melakukan tindakan 
pendisiplinan tidak dilakukan pada  saat aparatur pegawai tersebut dalam kondisi absen. 
Bersifat wajar kembali artinya setelah melakukan tindakan pendisiplinan pimpinan haruslah 
bersikap wajar kembali dan sikap wajar ini harus dilakukan pimpinan terhadap aparatur 
pegawai yang telah melakukan kesalahan tersebut. 
 
Dasar Hukum Aparatur Sipil Negara 
Pada dasamya, penegakan disiplin harus diikuti sanksi atau hukuman. Sanksi diberikan 
apabila aparatur pegawai negeri melanggar larangan dan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan 
ASN yang melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010. 
Dengan tetap menghargai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, aparatur 
sipil negara yang melanggar disiplin dijatuhi hukuman disiplin apabila melakukan 
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pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan serta pelanggaran 
lainnya. Hal tersebut mengandung makna bahwa penegakan disiplin sangat penting 
dilaksanakan selain meningkatkan peranan aparatur juga menigkatkan pertumbuhan dan 
pengembangan lembaga pemerintah. Dengan demikian diharapkan aparatur pegawai negeri 
dapat mendisiplinkan dirinya serta dengan sadar dapat melaksanakan tugas pekerjaannya 
secara efektif, mentaati dan mematuhi peraturan dan kebijakan kedisiplinan yang telah 
ditetapkan dalam suatu organisasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 
Wujud kongkrit daripada implementasi disiplin aparatur dapat terlihat dengan penuh 
ketaatan melaksanakan kewajibannya secara optimal dan menghindari dari perbuatan atau 
ucapan yang dilarang. Karena begitu pentingnya kedisiplinan bagi aparatur, maka pemerintah 
telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 yang tentang disiplin 
pegawai negeri sipil yang meliputi tentang kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban 
tidak ditaati oleh aparatur Pegawai Negeri. 
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendisiplinan 
harus dapat dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dengan melakukan pendekatan secara 
pribadi, bersifat membangun, menasehati, dan dapat dilakukan secara langsung, bersifat 
sesegera mungkin dan adil. 
 
METODE PENELITIAN  
 
Jenis Penelitian 
Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis pendekatan 
kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Milles dan Hubberman dalam Moleong (2005:5). 
bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna 
suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Untuk 
mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang perencanaan kepegawaian 
dalam peningkatan kualitas kinerja aparatur sipil negara TNI AD. 
 
Lokasi Penelitian 
Penelitian ini diselenggarakan pada  Kantor  Korem 001/Lilawangsa yang memimiliki 
378 aparatur sipil negara. Namun fenomena yang muncul bahwa kepegawaian (aparatur sipil 
negara) belum direncanakan secara matang sehingga rekrutiment Aparatur Sipil Negara tidak 
melalui proses serta tidak menurut kebutuhan. 
 
Informan Penelitian 
Adapun Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang diambil dari yang 
dianggap mampu mewakili populasi yang dipilih atas dasar kemampuan yang mewakilinya. 
Informan ditentukan berdasarkan secara purposif yaitu berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh 
Informan itu sendiri, seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan 
kompetensinya. 
 
Teknik Pengumpulan Data. 
Adapun teknik pengumpulan data ditempuh melalui: 
1. Observasi 
Melalui observasi peneliti mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 
melanjutkan suatu penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung atau 
dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata 
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tanpa ada pertolongan alai standar lain. Bentuk observasi yang digunakan adalah dan non 
partisipatif oleh karena pada observasi ini, peneliti tidak turut ambil bagian atau melibatkan 
diri dalam situasi kehidupan individu yang sedang diamati. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan informan tentang informasi/ data 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang 
digunakan adalah indeep interview (wawancara mendalam) dimana pelaksanaannya 
pewawancara sudah membawa pedoman wawancara tentang apa-apa yang ditanyakan secara 
garis besar seabagaimana tercantum dalam lampiran 1. 
3. Dokumentasi/Perpustakaan 
Dokumentasi merupakan kajian kepustakaan yaitu memperoleh informasi/data sekunder 
dengan cara mempelajari literatur, referensi, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil. 
 
Teknik Analisis Data 
Adapun analisis data yang menurut Miles clan Huberman dalam Moleong (2001:5), 
dapat ditempuh melalui empat tahapan yaitu: 
1. Data Koleksi. 
Melakukan koleksi data yaitu mengumpulkan data yang telah didapatkan di lapangan. 
Mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti 
mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. 
2. Reduksi Data. 
Melakukan reduksi data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum 
dan kemudian dipisahkan menurut kepentingan (pokok) difokuskan untuk dipilih yang 
terpenting. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. 
Setelah data dipilah kemudian disederhanakan dan data yang tidak diperlukan dosortir agar 
memudahkan dalam penampilan, penyajian Berta untuk menarik kesimpulan sementara. 
3. penyajian Data 
Melakukan penyajian data agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat 
gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Data-data 
tersebut kemudian dipisahkan menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang 
sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi. 
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. 
Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang 
proses penelitian dilakukan, sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses 
pengumpulan data. 
 
HASIL PENELITIAN  
Perencanaan Kepegawaian dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Sipil Negara 
(ASN) TNI AD 
           Sehubungan dengan perncanaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas kinerja 
aparatur sipil negara (ASN) TNI AD pada Korem 011/Lilawangsa, telah penulis wawancarai 
Zaenal Abidin Rambe, S.Sos, Kepala Seksi Personalia Korem 011/Lilawangsa menyatakan 
bahwa: 
         “ Menurut pandangan kami bahwa perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan 
kualitas kinerja aparatur sipil negara (ASN) TNI AD pada Korem 011/Lilawangsa 
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dilakukan melalui analisis kebutuhan pegawai secara matang. Oleh karena 
perencanaan merupakan proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian 
dan pengontrolan yang menjamin lembaga Korem 11/Lilawangsa  mempunyai 
kesesuain jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat 
secara ekonomis dan lebih bermanfaat” (Wawancara, 5 April 2017). 
  
             Pendapat lain disampaikan Budi Nugroho, S.E, Kepala Ajen Korem 011/Lilawangsa 
ketika diwawancarai  menyatakan bahwa: 
           “ Perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil 
negara (ASN) TNI AD pada Korem 011/Lilawangsa dilakukan melalui empat  
langkah yaitu analisa  kebutuhan pegawai, memproyeksi persediaan tenaga 
pegawai, membandigkan tenaga kerja yang direncanakan dengan persediaan yang 
diproyeksikan, dan merencanakan kebijakan dan program untuk memenuhi 
kebutuhan kerja” (Wawancara, 5 April 2017). 
 
            Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat memperoleh 
informasi bahwa perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil 
negara (ASN) TNI AD pada Korem 011/Lilawangsa dilakukan melalui analisis kebutuhan 
pegawai secara matang. Melalui analisis kebutuhan pegawai  sangat penting dilakukan untuk 
menentukan kualifikasi kepegawaian (tingkat pendidikan), menentukan jenis kompetensi 
kepagawaian yang dibutuhkan, melakukan rekruitmen secara objektif, melakukan 
pengembangan karier pegawai, dan peningkatan sumber daya maunsia bagi pegawai, sehingga 
pegawai dapat meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal.  
             Pendapat lain disampaikan  Tavifuddin Lubis Wakil Kepala Ajen Korem 
011/Lilawangsa ketika diwawancarai  menyatakan bahwa: 
           “ Kami menilai bahwa perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas 
kinerja aparatur sipil negara (ASN) TNI AD pada Korem 011/Lilawangsa 
menentukan kualifikasi kepegawaian secara cermat, seperti tingkat pendidikan dan 
menentukan jenis kompetensi kepagawaian yang dibutuhkan. Hal ini penting 
dilakukan dengan cermat, karena kualifikasi pegawai dengan memiliki tingkat 
pendidikan serta jenis kompetensi yang dimiliki menjadi dasar dalam pemanfaatan 
pegawai secara maksimal. Disisi  lain juga aparatur sipil negara dengan 
berkemampuan menyelesaikan tugas pekerjaannya, karena memiliki kualifikasi 
pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas yang dikerjakannya” 
(Wawancara, 7 April 2017). 
 
                Pendapat yang sama disampaikan   Muliadi, P.JS. Seksi Bidang Pengadaan Pegawai 
ASN TNI-AD Ajen Korem 011/Lilawangsa ketika diwawancarai  menyatakan bahwa: 
         “ Menurut pendangan kami bahwa perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan 
kualitas kinerja aparatut sipil negara (ASN) pada Korem 011/Lilawangsa adalah 
melalui pengadaan rekruitmen secara objektif. Rekruitmen dimaksudkan agar 
setelah dilakukan analisis kebutuhan kepegawaian dilakukan penerimaan secara 
objektif, dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan 
dalam menunjang kinerja organisasi Korem 011/Lilawangsa. Oleh karena itu 
rekruitmen pegawai harus dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel” 
(Wawancara, 6 April 2017). 
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           Hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diperoleh informasi bahwa 
perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara (ASN) 
TNI AD pada Korem 011/Lilawangsa dilakukan melalui menentukan kualifikasi kepegawaian 
secara cermat. Kualifikasi kepegawaian seperti jenis kelamin, umur, status, tingkat pendidikan 
dan menentukan jenis kompetensi kepagawaian yang dibutuhkan organisasi. Hal ini penting 
dilakukan dengan cermat, karena kualifikasi pegawai yang dimiliki menjadi dasar dalam 
pemanfaatan pegawai secara maksimal. Dengan demikian diharapkan agar aparatur sipil 
negara dengan berkemampuan menyelesaikan tugas pekerjannaya, karena memiliki kualifikasi 
pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas yang dikerjakannya. 
                Pendapat yang sama disampaikan   Zainuddin, S.Ag. Kepala Seksi Minpersip Ajen 
Korem 011/Lilawangsa ketika diwawancarai  menyatakan bahwa: 
         “ Menurut pendangan kami bahwa perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan 
kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Korem 011/Lilawangsa adalah 
melalui pengadaan rekrutmen secara objektif. Rekruitmen dimaksudkan agar 
setelah dilakukan analisasis kebutuhan kepegawaian dilakukan penerimaan secara 
objektif, dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan 
dalam menunjang kinerja organisasi Korem 011/Lilawangsa. Oleh karena itu 
rekruitmen pegawai harus dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel” 
(Wawancara, 6 April 2017). 
 
                Pendapat lain disampaikan   Nurzamli, S.Sos., M.Pd,  Petana Mihujahril Ajen 
Korem 011/Lilawangsa ketika diwawancarai  menyatakan bahwa: 
         “ Menurut pandangan kami bahwa perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan 
kualitas kinerja Aparatut Sipil Negara (ASN) pada Korem 011/Lilawangsa 
dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara. Pembinaan 
dan pengembangan tersebut dilakukan melalui pendidikan formal dan melalui 
Diklat sesuai dengan tugas masing-masing pegawai. Oleh karena mellaui 
pengembangan dan pembinaan melalui pendidikan dan Diklat tersebut dapat 
menambah pengetahuan dan meningkatkan pola pikir pegawai, sehingga dapat 
meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap 
kinerja organisasi Korem 011/Lilawangsa” (Wawancara, 7 April 2017). 
 
            Mencermati pendapat informan di atas, maka diperoleh informasi bahwa perencanaan 
kepegawaian dalam meningkatkan kualitas kinerja Aparatut Sipil Negara (ASN) TNI AD pada 
Korem 011/Lilawangsa adalah melalui pengadaan rekruitmen secara objektif. Rekruitmen 
dimaksudkan agar setelah dilakukan analisasis kebutuhan kepegawaian dilakukan penerimaan 
dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam menunjang 
kinerja organisasi Korem 011/Lilawangsa. Oleh karena itu rekruitmen pegawai harus 
dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.  
            Selain itu perencanaan kepegawaian dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan 
aparatur sipil negara melalui pendidikan formal dan melalui Diklat sesuai dengan tugas 
masing-masing pegawai. Oleh karena melalui pengembangan dan pembinaan melalui 
pendidikan dan Diklat tersebut dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pola pikir 
pegawai, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya memberikan dampak 
positif terhadap kinerja organisasi Korem 011/Lilawangsa. 
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Hambatan dan Upaya Perencanaan Kepegawaian dalam Meningkatkan Kualitas 
Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD. 
 
 Sehubungan dengan hambatan perencanaan pegawai dalam meningkatkan kualitas 
kinerja aparatur sipil negara (ASN) TNI AD pada Korem 11/Lilawangsa telah diwawancarai 
Alit Watmiati, S.E.Turminsah Ajen Korem 011/Lilawangsa, menyatakan bahwa: 
“  Hambatan dalam  perencanaan pegawai dalam meningkatkan kualitas kinerja 
aparatur sipil negara TNI AD yaitu analisis kebutuhan pegawai belum dibuat 
secara baik dan kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan 
mengukur kualifikasi-kualifikasi seleksi secara objektif seperti  kejujuran, 
kesetian dan prakarsa dari pelamar mengalami kesulitan. Nilai yang diberikan 
didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Penyeleksi mengalami kesulitan 
mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur dan objektif penilainnya. Penyeleksi 
sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas fisis 
pikirannya” (Wawancara, 10 April 2017). 
Dedi Masdianto, Penata Matoj Mihu Juhri  Ajen Korem 011/Lilawangsa, menyatakan 
bahwa: 
“Menurut pendapat kami bahwa yang menjadi hambatan dalam meningkatkan 
kinerja aparatur sipil negara (ASN) adalah perencanaan sendiri kurang 
memahami arti pentingya analisis kebutuhan pegawai pada Korem 
011/Lilawangsa. Tujuan analisis kebutuhan pegawai pemetaan keseimbangan 
proporsi jumlah pegawai yang diperlukan. Mengetahui kecenderungan tenaga-
tenaga yang akan memasuki dunia pensiun, pindah, pengembangan organisasi 
dan unit baru” (Wawancara, 12 April 2017). 
 
Dari hasil wawancara dengan informan di atas, maka diketemukan informasi bahwa 
Hambatan dalam  perencanaan pegawai dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil 
negara TNI AD yaitu analisis kebutuhan pegawai belum dibuat secara baik dan kesulitan 
untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi-kualifikasi seleksi 
secara objektif seperti  kejujuran, kesetian dan prakarsa dari pelamar mengalami kesulitan. 
Nilai yang diberikan didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Penyeleksi mengalami 
kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur dan objektif penilainnya. Penyeleksi sering 
memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas fisis pikirannya.  
    Hasil penilaian disampaikan pada  aparatur yang dinilai dengan maksud bahwa, 
apabila penilaian tersebut positif menjadi motivasi bagi pegawai yang bersangkutan, dan 
apabila penilaian tersebut bersifat negatif maka aparatur tersebut mengetahui kelemahannya 
dan mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan tersebut.  
 
 
Hal ini penting dilakukan karena  penilaian dilakukan pada  aparatur sebagai manusia 
tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Hasil penilaian disampaikan pada  aparatur yang 
dinilai dengan maksud bahwa, apabila penilaian tersebut positif menjadi motivasi bagi 
pegawai yang bersangkutan, dan apabila penilaian tersebut bersifat negatif maka aparatur 
tersebut mengetahui kelemahannya dan mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan 
tersebut.  
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Serka Muliadi, staf Ajen Korem 011/Lilawangsa, ketika diwawancarai menyatakan 
bahwa: 
“ Menurut pandangan kami bahwa yang menjadi hambatan dalam meningkatkan 
kinerja aparatur sipil negara (ASN) adalah penempatan pegawai yang tidak 
sesuai pada tempatnya. Maksudnya adalah penempatan pegawai tidak sesuai 
dengan latar belakang pendidikan dan ilmu serta pengalamannya. Sehingga 
dalam pelaksanaan tugas pekerjaan tidak sejalan dengan pendidikan dan keahlian 
yang dimilikinya” (Wawancara, 13 April 2017). 
 
Serka Nasution, staf Ajen Korem 011/Lilawangsa, ketika diwawancara menyatakan 
bahwa: 
“ Menurut penilaian  kami bahwa yang menjadi hambatan dalam meningkatkan 
kinerja aparatur sipil negara (ASN) adalah rendahnya tingkat kedisiplinan dan 
tanggungjawab Akibatnya adalah berdampak negative terhadap pelaksanaan 
tugas pelayanan kepada masyarakat. Rendahnya tanggungjawab dan rendahnya 
disiplin menunjukkan aparatur pegawai yang rendah moral, rendah kesadaran 
terhadap hukum (disiplin) PP. Nomor 53 Tahun 2010. Tingginya tanggung 
jawab, menunjukkan disiplinya baik, kinerja tinggi, jujur dalam pelaksanaan 
tugas pelayanan publik secara efektif” (Wawancara, 14 April 2017).  
 
   Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, maka diperoleh informasi 
bahwa yang menjadi hambatan dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) 
adalah penempatan pegawai yang tidak sesuai pada tempatnya. Maksudnya adalah 
penempatan pegawai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan ilmu serta 
pengalamannya. Sehingga dalam pelaksanaan tugas pekerjaan tidak sejalan dengan pendidikan 
dan keahlian yang dimilikinya.  
                          Hambatan lain dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) adalah 
rendahnya tingkat kedisiplinan dan tanggungjawab Akibatnya adalah berdampak negative 
terhadap pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Rendahnya tanggungjawab dan 
rendahnya disiplin menunjukkan aparatur pegawai yang rendah moral, rendah kesadaran 
terhadap hukum (disiplin) PP. Nomor 53 Tahun 2010. Tingginya tanggung jawab, 
menunjukkan disiplinya baik, kinerja tinggi, jujur dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik 
secara efektif.  
 
PEMBAHASAN 
Perencanaan Kepegawaian dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Sipil 
negara (ASN) TNI AD 
 
            Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta pendapat 
para informan yang menyatakan bahwa perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan 
kualitas kinerja aparatur sipil negara (ASN) TNI AD pada Korem 011/Lilawangsa diwujudkan 
melalui analisis kebutuhan pegawai secara matang. Melalui analisis kebutuhan pegawai  
sangat penting dilakukan untuk menentukan kualifikasi kepegawaian (tingkat pendidikan), 
menentukan jenis kompetensi kepagawaian yang dibutuhkan, melakukan rekruitmen secara 
objektif, melakukan pengembangan karir pegawai, dan peningkatan sumber daya maunsia bagi 
pegawai, sehingga pegawai dapat meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal.  
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              Perencanaan kepegawaian juga dilakukan melalui menentukan kualifikasi 
kepegawaian secara cermat. Kualifikasi kepegawaian seperti jenis kelamin, umur, status, 
tingkat pendidikan dan menentukan jenis kompetensi kepagawaian yang dibutuhkan 
organisasi. Hal ini penting dilakukan dengan cermat, karena kualifikasi pegawai yang dimiliki 
menjadi dasar dalam pemanfaatan pegawai secara maksimal. Dengan demikian diharapkan 
agar aparatur sipil negara dengan berkemampuan menyelesaikan tugas pekerjannaya, karena 
memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas yang 
dikerjakannya. 
              Perencanaan kepegawaian diwujudkan melalui pengadaan rekruitmen secara objektif. 
Rekruitmen dimaksudkan melalui seleksi agar setelah dilakukan analisasis kebutuhan 
kepegawaian dilakukan penerimaan dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian 
yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja organisasi Korem 011/Lilawangsa. Oleh karena itu 
rekruitmen pegawai harus dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.  
            Selain itu perencanaan kepegawaian dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan 
aparatur sipil negara melalui pendidikan formal dan melalui Diklat sesuai dengan tugas 
masing-masing pegawai. Oleh karena melalui pengembangan dan pembinaan melalui 
pendidikan dan Diklat tersebut dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pola pikir 
pegawai, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya memberikan dampak 
positif terhadap kinerja organisasi Korem 011/Lilawangsa. 
 
Hambatan dan Upaya Perencanaan Kepegawaian dalam Meningkatkan   Kualitas 
Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD 
 
      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta 
pendapat informan yang menyatakan bahwa hambatan perecanaan pegawai dalam 
meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara TNI AD yaitu analisis kebutuhan pegawai 
belum dibuat secara baik dan kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan 
mengukur kualifikasi-kualifikasi seleksi secara objektif seperti  kejujuran, kesetian dan 
prakarsa dari pelamar mengalami kesulitan. Nilai yang diberikan didasarkan pada 
pertimbangan yang subjektif. Penyeleksi mengalami kesulitan mendapatkan penyeleksi yang 
tepat, jujur dan objektif penilainnya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan 
peranannya, bukan atas fisis pikirannya.  
    Pimpinan Korem 011/Lilawangsa tidak pernah melakukan penilaian kinerja aparatur, 
sehingga mereka tidak memahami apakah kinerjanya baik atau buruk. Hal ini penting 
dilakukan karena  penilaian dilakukan pada  aparatur sebagai manusia tidak luput dari 
kelemahan dan kekurangan. Hasil penilaian disampaikan pada  aparatur yang dinilai dengan 
maksud bahwa, apabila penilaian tersebut positif menjadi motivasi bagi pegawai yang 
bersangkutan, dan apabila penilaian tersebut bersifat negatif maka aparatur tersebut 
mengetahui kelemahannya dan mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan tersebut.  
    Hambatan lain dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) adalah 
penempatan pegawai yang tidak sesuai pada tempatnya. Maksudnya adalah penempatan 
pegawai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan ilmu serta pengalamannya. 
Sehingga dalam pelaksanaan tugas pekerjaan tidak sejalan dengan pendidikan dan keahlian 
yang dimilikinya.  Hambatan lain adalah rendahnya tingkat kedisiplinan dan tanggungjawab 
Akibatnya adalah berdampak negative terhadap pelaksanaan tugas pelayanan kepada 
masyarakat. Rendahnya tanggungjawab dan rendahnya disiplin menunjukkan aparatur 
pegawai yang rendah moral, rendah kesadaran terhadap hukum (disiplin) PP. Nomor 53 Tahun 
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2010. Tingginya tanggung jawab, menunjukkan disiplinya baik, kinerja tinggi, jujur dalam 
pelaksanaan tugas pelayanan publik secara efektif.  
   Undang-undang nomor 8 tahun 1974 junto Undang-undang nomor 43 tahun 1999 
tentang pokok-pokok kepegawaian dalam pasal 3 butir 1 menyebutkan bahwa : Pegawai 
Negeri Sipil TNI-AD berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam 
menyelenggarakan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. 
Selanjutnya pula masih dalam Undang-undang tersebut pada pasal 12 ayat 1 dan 2 
menyebutkan : 
1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil TNI-AD diarahkan untuk menjamin 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan 
berhasil guna. 
2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan pembangunan Pegawai Negeri Sipil 
yang frofesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang 
dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik 
beratkan pada sistem prestasi kerja.       
      Pemahaman terhadap beberapa kutipan tersebut, untuk sementara dapat diartikan 
bahwa Pegawai Negeri Sipil TNI-AD adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah 
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan di gaji berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan sebagai unsur aparatur negara 
yang bertugas untuk memberikan  pelayanan kepada masyarakat secara profesional, 
bertanggung jawab, jujur, adil dan merata dalam penyelernggaraan tugas negara, 
pemerintahan, dan pembangunan serta diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan berdaya guna dan berhasil guna. 
     Pengertian tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti di atas perlu pula diperluas 
agar sampai pada suatu pengertian bahwa Aparatur Sipil Negara  TNI-AD adalah orang-orang 
yang bekerja untuk kepentingan pemerintah dan negara, melayani kebutuhan masyarakat 
terhadap hubungannya dengan fungsi dan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI-AD. 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat itu, Pegawai Negeri Sipil TNI-AD 
harus bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan semua peraturan dan perundang-undangan  
yang berlaku, sehingga dapat memberikan pelayanannya untuk tercapai tujuan organisasi 
pemerintah dan atau Negara Republik Indonesia. 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli (Saksono:1993), yang memberikan pengertian 
tentang aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya dikenal dengan PNS  adalah orang  
yang bekerja pada pernerintah yang diangkat dengan syarat tertentu, diberikan gaji dan tugas 
dalam jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat. Pemahaman demikian itu 
memberi kepuasan bagi aparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas dari fungsinya sesuai 
dengan jabatannya sehingga dapat memberilkan  pelayanan yang baik pada masyarakat. 
Aparatur Sipil Negara yang bekerja untuk kepentingan Negara sepatutnya memahami 
ketentuan dan peraturan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaannya. Negara sebagai 
orgarisasi yang mengelola keseluruhan warga negara, membutuhkan orang-orang atau sumber  
daya manusia yang ditempatkan sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas 
organisasi itu. 
   Pengertian tentang sumber daya manusia yang menunjuk kepada orang-orang didalam 
organisasi  (dalam hal ini Aparatur Sipil Negara) sesuai dengan pemahaman terdahulu. 
Dengan demikian makna penting sumber daya manusia adalah bamuara dari kenyataan bahwa 
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orang-orang (manusia) merupakan elemen yang selalu ada disetiap organisasi, mereka 
membuat tujuan-tujuan, inovasi dan mencapai tujuan organisasi. Betapapun dan dimanapun 
sumber daya manusia itu berada, ia selalu memberikan kontribusi bagi organisasi untuk 
mempercepat tercapainya tujuan organisasi. 
  Kaitannya pengertian tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD seperti pada 
pemahaman tentang pengertian dimaksud secara sempurna dan tepat. Oleh karena Aparatur 
Sipil Negara  TNI-AD adalah orang-orang yang bekerja dalam organisasi Negara (Negara 
Kesatuan Republik Indonesia) dan mereka adalah warga negara republik Indonesia yang telah 
memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas  dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.  
Aparatur Sipil Negara (ASN) berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang 
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, bertanggung 
jawab, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan 
pembangunannya serta diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan  
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LAMPIRAN I: PEDOMAN WAWANCARA 
 
 1. Berapa jumlah Aparatur Sipil Negara Pada Kantor  Korem  011/Lilawangsa 
2. Bagaimana spesifikasi pendiidikan ASN pada  Kantor  Korem 01 l/ Lilawangsa ? 
3. Bagaimana spesifikasi jabatan eselonisasi pada Kantor  Korem 011/ Lilawangsa? 
4. Bagaimana proses rekruitmen ASN pada Kantor Korem 011/Lilawangsa? 
5. Bagaimana perencanaan kepegawaian pada Kantor  Korem 011/Lilawangsa? 
6. Bagaimana proses pembinaan ASN pada Kantor Korem 011/Lilaawangsa? 
7. Bagaimana proses perencanaan kepegawaian pada Kantor  Korem 011/ Lilawangsa? 
8. Bagaimana kulaitas kineda ASN pada Kantor Korem 0l l/Lilawangsa? 
9. Apa hambatan dan nupaya perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas 
kineda ASN pada Kantor Korem 011/Lilawangsa?  
 
                                                                                                    
